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Abstrak:
KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) adalah pelanggaran hak perempuan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan KDRT
menyatakan KDRT sebagai tindakan yang menyebabkan kesengsaraan
seksual, psikologis, fisik, ataupun pelantaran rumah tangga. Meski telah
dimuatkan pada perundang-undangan, masalah KDRT dan ketidaksetaraan
gender terus menjadi isu global, termasuk di Indonesia. Penanganan serius
dan terintegrasi diperlukan utnuk mencapai masyarakat yang adil dan setara.
Sebagai respons, Pemerintah Kota Surabaya mendirikan Pusat Pembelajaran
Keluarga (Puspaga) sebagai upaya pencegahan KDRT. Meskipun telah
dilaksanakan sesuai prosedur, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya
pencegahan KDRT tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena minimnya
respon masyarakat. Rumusan masalah pertama mengkaji terkait upaya
Puspaga dalam implementasi UU PKDRT. Penelitian menggunakan metode
deskriptid kualittif untuk menggali faktor pendukung, penghambat serta yang
paling dominan dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menyoroti
dominasi faktor penghambat, termasuk kurangnya respons masyarakat. Faktor
pendukung melibatkan dukungan dari pihak terkait. Kesimpulan
menunjukkan bahwa Puspaga, sebagai upaya pencegahan KDRT, melibatkan
teori implementasi kebijakan milik Edward III. Saran penelitian mencakup
langkah-langkah konkret seperti pelatihan dan sosialisasi rutin, pemahaman
fasilitator, kampanye edukasi KDRT, kegiatan partisipatif warga, serta
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Pendahuluan
Kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan rumah tangga, yang

disingkat KDRT merupakan masalah serius karena melanggar hak perempuan
dan harus segera diatasi. Pentingnya menerapkan kebijakan untuk mencegah
KDRT merupakan salah satu upaya melindungi korban serta menghindari
terjadinya kekerasan lebih lanjut. Berbagai negara, termasuk Indonesia, telah
mengadopsi kebijakan dan program untuk menangani masalah ini.

Di Indonesia, penanganan KDRT mejadi salah satu fokus utama dalam
upaya pemberdayaan perempuan. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus
KDRT terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama dengan jumlah korban
perempuan yang cukup besar. Salah satu wilayah dengan kasus KDRT
tertinggi adalah Jawa Timur.

KDRT bisa bermacam-macam bentuknya, termasuk kekerasan fisik,
psikologis, seksual, dan ekonomi, yang semuanya merupakan pelanggaran
hukum yang bisa ditindaklanjuti. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan
hubungan, ketergantungan finansial, kekerasan, persaingan, frustasi, dan
kurangnya akses dalam proses hukum dpat menjadi pemicu KDRT.

Dampak negatif dari KDRT dan ketidaksetaraan gender tidak hanya
berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga merambah ke hak
asasi manusia serta pembangunan sosial politik dan ekonomi. Oleh karena itu,
diperlukan usaha yang serius dan berkelanjutan dari pemerintah, LSM, dan
masyarakat untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah Kota Surabaya telah mendirikan Pusat Pembelajaran
Keluarga (PUSPAGA) sebagai upaya dalam mencegah kasus KDRT dan
mewujudkan kesetaraan gender. PUSPAGA menyediakan layanan dan
program inovatif untuk meningkatkan pendidikan keluarga, perlindungan anak,
dan layanan konseling terkait masalah keluarga. Peran PUSPAGA sangat
penting dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai langkah
preventif untuk mencegah terulangnya kasus KDRT di masyarakat.

Pembahasan
Dalam implementasi kebijakan, komunikasi memainkan peran sentral

yang penting. Proses komunikasi menjadi kunci untuk menyebarkan informasi
secraa efektif tentang kebijakan kepada pemangku kebijakan dan membangun
dukungan dari mereka. Berbagai bentuk komunikasi dilakukan, termasuk
penyebaran informasi kepada staf internal dan eksternal, pelatihan dan
sosialisasi, penggunaan media sosial, dan monitoring.
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Penyebaran informasi kepada staf internal dan eksternal telah dilakukan
melalui bimbingan teknis dan training of trainee, namun pelatihan dan
sosialisasi tidak berjalan dengan baik karena tidak diikuti oleh seluruh anggota
dan kurangnya respons balik dari masyarakat. Hal ini terjadi karena banyak
masyarakat menganggap permasalahan KDRT sebagai hal yang tabu dan
memalukan, sehingga enggan untuk berkonsultasi dan mengambil tindakan.

Media sosial seperti akun instagram @puspaga.sby digunakan untuk
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, yang dinilai telah sesuai dalam
mencegah KDRT. Namun, monitoring kegiatan belum berjalan dengan
maksimal karena kurangnya solusi yang efektif dari DP3APPKB Kota Surabaya
ketika terjadi kendala. Saran untuk “jemput bola” dianggap kurang efektif
mengingat budaya masyarakat Indonesia yang kurang mendukung.

DP3APPKB Surabaya memiliki sumber daya manusia, anggaran,
fasilitas, dan jejaring yang mendukung implementasi kebijakan ini. Meskipun
ada perbedaan antara jumlah sumber daya yang ada dengan yang diperlukan,
DP3APPKB memiliki SDM yang profesional dan telah mengikuti pelatihan yang
sesuai.

Anggaran untuk implementasi kebijakan ini diperoleh dari APBD Kotra
Surabaya dan sumber lainnya, yang digunakan untuk pelatihan, sosialisasi, dan
dukungan kepada korban. DP3APPKB juga telah menjalin kerjasama dengan
berbagai lembaga terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Kepolisisan, untuk
mendukung implementasi yang terkoordinasi dengan baik.

DP3APPKB memiliki peran sentral dalam mengelola aspek penting
kehidupan masyarakat di tingkat lokal, termasuk pencegahan KDRT. Struktur
birokrasi dalam implementasi kebijakan ini telah terkoordinasi dengan baik,
melibatkan Pemerintah Kota Surabaya, DP3APPKB, DInas-Dinas dan Badan-
Badan Daerah, Puspaga Surabaya, Puspaga Balai RW, dan lembaga terkait
lainnya. Kolaborasi dengan lembaga terkait memungkinkan adanya sinergi
dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Standar Operasional
Prosedur (SOP) dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2004 dinilai cukup baik
untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan sistematis.
Sebagai kesimpulan, meskipun beberapa bentuk komunikasi telah dilakukan,
masih diperlukan peningkatan dalam pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, dan
monitoring untuk memastikan efektivitas dalam mencegah KDRT.

Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 untuk mencegah KDRT, Puspaga
Surabaya mendapat dukungan yang besar dari berbagai pihak, seperti
Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan DP3APPKB Kota Surabaya. Dengan bekerja
sama, tujuan undang-undang dapat dicapai dengan lebih baik. Selain itu,
Puspaga Surabaya memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan
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didukung oleh pemerintah Kota Surabaya dengan anggaran, fasilitas, dan
peraturan yang mendukung. Keterlibatan dan komitmen pengurus Balai RW
dan penggunaan teknologi informasi seperti media sosial sangat penting untuk
menjalankan program pencegahan KDRT, yang berdampak positif pada
masyarakat.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004
oleh Puspaga Surabaya adalah tanggapan masyarakat terhadap program
pencegahan KDRT yang kurang antusias dan aktif. Beberapa faktor penyebab
rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program ini termasuk kurangnya
kesadaran dan pemahaman tentang KDRT serta rasa malu untuk berbicara
tentang masalah rumah tangga.

Penutup
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Puspaga Balai RW

merupakan salah satu upaya pencegan kekerasan dalam rumah tangga
dengan melibatkan Puspaga Surabaya di bawah naungan DP3APPKB.
Implementasi Undang-Undang tersebut sudah berjalan, namun kurang efektif
karena beberapa komponen implementasi yang belum dioptimalkan. FAktor
pendukung utama adalah dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya dan
lembaga terakit, namun kurangnya respon dan antusiasme masyarakat menjadi
kendal utama dalam pelaksanaan program. Faktor penghambat ini sangat
dominan dan menyebabkan angka KDRT terus meningkat.
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